
4.Undang-Undang ... 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women) [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3277); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual, dipandang perlu untuk membentuk Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 
Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Bondowoso; 

BUPATI BONDOWOSO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 

DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BONDOWOSO 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 4 TAHUN 2023 

BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4720); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 12. Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang 
Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6704); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 451); 

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532); 

13.Peraturan ... 
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BAB ... 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS 
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK 
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BONDOWOSO 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi 
Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 
Perempuan dan Anak {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 861); 

14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan 
dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam 
Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1721); 

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan 
Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 85); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2013 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 3); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso {Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 48); 

20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 153 Tahun 2021 tentang 
Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Rangka Pendewasaan Usia 
Perkawinan (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 
Nomor 153); 

21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 122 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 
122); 
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(2) UPTD ... 

(1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah unsur 
pelaksana teknis operasional yang melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi Dinas di bidang pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak. 

Pasal 3 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Bondowoso 

Pasal 2 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak 

dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Dinas 
adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Bondowoso. 

6. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya penanganan 
untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak 
dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, 
perlindungan khusus dan masalah lainnya. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan 
Anak, yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit 
Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana 
kegiatan teknis operasiona1 pada Dinas di bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

8. Kepala · UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas. 

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur 
Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan 
tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu 
serta bersifat mandiri. 

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan 
Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan 
Perempuan dan Anak Kabupaten Bondowoso. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 
mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan 
mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan bagi 
perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, 
diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
{l), Kepa1a UP'fD menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian dan pengendalian semua kegiatan 

penyelenggaraan layanan di UPTD; 
b. penyusunan program kerja UPTD; 
c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus; 

d. pelaksanaan ... 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Kepala UPTD 

(1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai 
tugas membantu Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis 
operasional di daerah dalam memberikan layanan bagi 
perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, 
diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. 

(2} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), UPTD menyelenggarakan fungsi: 
a. pengaduan masyarakat; 
b. penjangkauan korban; 
c. pengelolaan kasus; 
d. penampungan sementara; 
e. mediasi; dan 
f. pendampingan korban 

Pasal 6 

Bagian Kesatu 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak 
terdiri atas: 
a. Kepala UPTD; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 4 

(2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh 
seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 
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h. Badan ... 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPTD PPA 
wajib: 
a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi 

serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun 
eksternal; 

b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan 
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan; 

c. melaksanakan sistem pengendalian internal; 
d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; 

dan 
e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Kepala UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi 
dengan: 
a. unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan 

anak Provinsi Jawa Timur; 
b. pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan; 
c. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas 

layanan kesehatan lainnya; 
d. balai pemasyarakatan; 
e. kepolisian sektor, kepolisian resort dan kepolisian daerah; 
f. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi; 
g. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi; 

Pasal 9 

BABV 
TATAKERJA 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf b melaksanakan tugas berdasarkan jenjang 
jabatan keterampilan dan keahlian masing-masing sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) bertanggung jawab kepada Kepala UPTD selaku atasan 
langsung. 

Pasal 8 

Bagian Ketiga 
Kelompok Jabatan Fungsional 

d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam 
rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai di 
lingkungan UPTD; 

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 
keuangan dan perlengkapan UPTD; 

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan 
program dan kegiatan sebagai pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; dan 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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BAB ... 

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaan layanan bagi perempuan 
dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, 
perlindungan khusus dan masalah lainnya akan ditetapkan lebih 
lanjut oleh Kepala Dinas. 

Pasal 12 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati. 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 
pejabat pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

BAB VII 
KEPEGAW AIAN 

(1) Dalam melaksanakan tugas pemberian layanan UPTD PPA 
berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan. 

(2) Pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan dengan standar layanan Perlindungan 
Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Dalam hal adanya perbedaan dalam tahapan dan mekanisme 
layanan terkait perbedaan situasi dan kompleksitas layanan di 
daerah, UPTD PPA dapat menyusun standar operasional 
pelayanan teknis yang dikembangkan dari standar layanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh 
Kepala Dinas. 

Pasal 10 

BAB VI 
STANDAR PELAYANAN 

h. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI); 

1. kantor wilayah kementerian agama; 
J. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia; 
k. pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan 

anak (P2TP2A); 
I. lembaga pembinaan khusus anak; 
m. lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial; dan 
n. institusi lainnya. 

(3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya 
kepada Kepala Dinas. 

-7- 



BUPATEN BONDOWOSO TAHUN ?.023 NOMO 4 BERITA DAE 

OSO, 

Ditetapkan di Bondowoso 
--~da tanggal ,, f~btuor1 .10,2.~ ~. 

~ B ·- ..... --. 

turan Bupati ini mulai berlak:u pada tanggal diundangkan. 
r setiap orang men etahuinya, memerintahkan pengundangan 

P r turan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
,..., Lupaten Bondowoso. • · 

Pa al 13 

B BIX 
KETENTUAN PENUTUP 
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PEJAGA ASRAMA PENJAGA KEAMANAN PENGEMUDI PENGADM IN ISTRASI 
UMUM 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

KEPALA UPTD PPA 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 4 TAHUN 2023 
TENTANG 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, Pii~RLINDUNGAN 
ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN 
BONDOWOSO 

KOMEDIATOR KONSELOR 
(PSIKOLOGIS/HUKUM) 


